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BUPATI KAPUAS HULU 

PROVINSI KALIMANTAN BARAT 

 
KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU 

NOMOR: 31/BKPSDM/2023 

 
TENTANG 

 
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN 

KELANGKAAN PROFESI BAGI JABATAN SEKRETARIS DAERAH 

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU 

 
BUPATI KAPUAS HULU, 

 
 

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana 

diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata 

Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri 

Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai 

Aparatur Sipil Negara di Lingkungan 

Pemerintah Daerah, TPP ASN berdasarkan 

kelangkaan profesi diberikan kepada Pegawai 

ASN yang melaksanakan tugas pada jabatan 

pimpinan tertinggi di pemerintah daerah maka 

perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang 

Pemberian Tambahan Penghasilan 

Berdasarkan Kelangkaan Profesi Bagi Jabatan 

Sekretaris Daerah di Lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Kapuas Hulu; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 

tentang Penetapan Undang-undang 
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Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang 

Pembentukan Daerah Tingkat II di 

Kalimantan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai 

Undang-undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 

72, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 1820); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 

tentang Keuangan Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 

tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5494); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali 

dan terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 

(Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6841); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 

2010 tentang Tarif Pemotongan dan 

Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 

Atas Penghasilan yang menjadi Beban 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
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atau Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 140, 

Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5174); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 

2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri 

Sipil (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, 

Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6037), sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 

tentang Perubahan Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 

tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil 

(Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6477); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 

2019 tentang Pengelolaan Keuangan 

Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, 

Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6322); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 

2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai 

Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, 

Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6340); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 

2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil 

(Lembaran Negara Republik Indonesia 
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Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6718); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 

Tahun 2015 tentang Pembentukan 

Produk Hukum Daerah sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 

Pembentukan Produk Hukum Daerah; 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 

Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis 

Pengelolaan Keuangan Daerah; 

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik 

Indonesia Nomor 900-4700 Tahun 2020 

tentang Tata Cara Persetujuan Menteri 

Dalam Negeri Terhadap Tambahan 

Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil 

Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah; 

13. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 92 

Tahun 2021 tentang Kelas Jabatan di 

Lingkungan Pemerintah Kabupaten 

Kapuas Hulu; 

 

MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan    : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN 

TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN 

KELANGKAAN PROFESI BAGI JABATAN 

SEKRETARIS DAERAH DI LINGKUNGAN 

PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU. 

 

KESATU : Menetapkan pemberian tambahan penghasilan 

berdasarkan kelangkaan profesi bagi jabatan 
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Sekretaris Daerah di Lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Kapuas Hulu dengan besaran nominal 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang 

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 

Keputusan ini. 

 

KEDUA : Penetapan Alokasi tambahan penghasilan pegawai 

berdasarkan Kelangkaan Profesi Jabatan Sekretaris 

Daerah Kabupaten Kapuas Hulu adalah minimal 

10% (sepuluh persen) dari basic Tambahan 

Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Provinsi 

atau Kab/Kota. 

 

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 

ditetapkan dan biaya sebagai akibat  dari 

ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kabupaten Kapuas Hulu. 

 

 

Ditetapkan di Putussibau 

pada tanggal 5 Januari 2023  

BUPATI KAPUAS HULU, 
 
 
 
 
  FRANSISKUS DIAAN 

 
 

Tembusan Kepada Yth.: 

1. Gubernur Kalimantan Barat di Pontianak; 

u.p. Biro Hukum 

2. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat di 

Pontianak; 

3. Inspektur Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak; 

4. Inspektur Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau; 

5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan 

sebagaimana mestinya. 
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LAMPIRAN 

KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU 

NOMOR: 31/BKPSDM/2023 

TENTANG 

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN 

KELANGKAAN PROFESI BAGI JABATAN SEKRETARIS DAERAH 

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU 

 
 

TABEL TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN KELANGKAAN PROFESI 
BAGI JABATAN SEKRETARIS DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU 

 

Nomor Nama/NIP 
Jabatan/ 

Kelas Jabatan 
Unit Kerja Basic TPP Nominal TPP 

1 2 3 4 5 6 

1. Drs. H. MOHD. ZAINI, M.M. 
Pembina Utama Madya (IV/d) 
NIP. 19650910 199303 1 011 

 

Sekretaris Daerah 
(15) 

Sekretariat Daerah 
Kabupaten Kapuas Hulu 

Rp21.004.663,11 Rp25.000.000,- 

 

   
    

BUPATI KAPUAS HULU, 
 
 
 
 

FRANSISKUS DIAAN 
 


